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Abstrak

Tujuan dari penelitian ini yaitu 1) untuk mengetahui akibat hukum akuisisi perusahaan
pemegang IUP yang belum mendapatkan persetujuan Pemerintah terhadap Peralihan dan
Pengendalian Izin Usaha Pertambangan, 2) untuk mengetahui tanggungjawab hukum
perusahaan yang mengakuisi perusahaan pemegang IUP. Metode pendekatan yang
dipergunakan dalam penelitian hukum ini adalah metode pendekatan hukum yuridis
normative. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif. Hasil dari
penelitian ini yaitu tanggungjawab hukum pihak pengakuisisi terhadap pihak terakuisisi
sebenarnya tidak mempunyai tanggung jawab hukum apapun, kecuali memang dapat
dibuktikan pihak pengakuisisi melakukan itikad yang buruk dalam proses akuisisi
maupun setelah akuisisi yang dapat merugikan pihak lain termasuk pihak ketiga sehingga
ia dapat dimintakan pertanggungjawaban langsung melalui pengadilan atau cara lainnya.
Sedangkan tanggung jawab hukum pihak terakuisisi ia harus melakukan proses
administratif kepada instansi terkait yaitu Kementerian ESDM untuk memenuhi
ketentuan seperti yang dimaksud dalam Pasal 93 Undang-Undang Minerba. Pihak yang
mengakuisi perusahaan pemilik TUP memiliki kewajiban yang sama dengan pihak
terakuisi. Peihak pengakuisisi harus mematuhi ketentuan-ketentuan yang berupa
kewajiban-kewajiban yang diwajibkan kepada pemegang IUP, seperti ketentuan Pasal 95
s/d 112 Undang-Undang Minerba.
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Abstract

The objectives of this research are 1) to find out the legal consequences of acquiring
company of mining license holder that has not obtained government approval toward
mining license transfer and control, 2) to find out the legal liabilities of company that
acquires company of mining license holder. This legal research applies the method of
normative juridical legal approach. The data analysis technique employs qualitative
analysis. The results of this research revealed that the acquirer actually does not have any
legal liability to the acquired party unless the acquirer is indeed proven to have
committed bad faith during and after the acquisition process which could harm other
parties including third parties. Thus, the acquirer can be held directly liable through the
court or other ways. Meanwhile, the legal liability of the acquired party is that they must
carry out an administrative process to the relevant agencies namely the Ministry of
Energy and Mineral Resources, to fulfill the provisions referred to in Article 93 of the
Mineral and Coal Law. The party that acquires the company of mining license holder has
the same obligation as the acquired party. The acquirer must comply with the provisions
in the form of obligations which are required to the mining license holder such as the

provisions of Article 95 up to 112 of Mineral and Coal Law.
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